
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka 
ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja sebagai tindak lanjut dari 
perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja 
Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5040); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundangundangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
146, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4594); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5161 ); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Adminitrasti Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 712) 

24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional, pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 81); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
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PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

MEMUTUSKAN : 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 ten tang Pedoman Pemberian Hi bah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Perubahan Ketigaa Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
201 7 ten tang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 
2015 tentang pembentukan Produk Hukum 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang 
pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka 
Tahun 2014 - 2019; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka; 
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor ... 
Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka 
Tahun Anggaran 2020; 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kolaka. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka. 
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka. 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabu paten Kolaka 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD 
adalah perangkat Daerah pada pemerintah selaku pengguna 
anggaran/ pengguna barang. 

9. Pengelola Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. 

10. Penjabaran anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD 
dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan 
Bupati. 

11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada 
adalah peraturan Bupati Kolaka tentang penjelasan perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan 
kebutuhan. 

13. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya 
yang beisi atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya 
yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan 
Misi OPD. 

14. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

15. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan 
daerah dan belanja daerah. 

17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara 
pendapatan daerah dan belanja daerah. 

18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran selama satu periode anggaran. 
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Pasal 3 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Rp. 0,00 

Rp 41.968.162.982,37 Pembiayaan Netto Setelah Perubahan 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
setelah Peru bahan 

Rp. 8.568.565.800,00 
Rp (5.000.000.000,00) 
Rp 3.568.565.800,00 

b. Pengeluaran 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah Pengeluaran setelah 
Perubahan 

Rp. 6.250.000.000,00 
Rp. 39.286.728.782,37 
Rp. 45.536.728.782,37 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan 

1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 

Jumlah Penerimaan setelah 
Perubahan 

Rp. 1.460.595.224.400,00 
Rp (102.457.239.448,63) 
Rp. 1.358.137.984.951,37 

2. Belanja Daerah 
a. Semula 
b. Bertam bah/ (berkurang) 
Jumlah Belanja setelah Perubahan 

1. Pendapatan 
a. Semula Rp. l.462.913.790.202,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (146.743.968.231,00) 
J umlah Pendapatan setelah peru bahan Rp 1. 316 .169. 82 1. 969, 00 

Pasal 2 

Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.469.163.790.200,00 
berkurang sebesar Rp. 107.457.239.448.63 sehingga menjadi 
Rp. 1.361. 706.550. 751.3 7. dengan rincian sebagai beriku t: 

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 

BAB II 
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(1) Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akibat dinamika 
perkembangan yang terjadi dan agar Bupati dapat menangani 
permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan kriteria 
terkait dengan belanja dalam katagori darurat dan/ a tau 
mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/ atau belum 
dianggarkan dalam APBD atau Perubahan APBD. 

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagai 
berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 

daerah dan tidak dapat diprediksi sebelurnnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; 
e. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
dan 

f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 
Daerah dan masyarakat. 

(3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk: 
a. yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya 

disampaikan pada Perubahan APBD; dan 
b. yang belum dianggarkan pada Perubahan APBD selajutnya 

disampaikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

Pasal 8 

Pasal 7 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan 
Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 6 
Daftar uraian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 
Anggaran Sebelurnnya dirinci lebih lanjut dalam Lampiran V 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan 
bantuan sosial dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan IV 
Peraturan Bupati ini. 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 
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\/ POITU MURTOPO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020, NOMOR 41 

,,· 

Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal 30 -<'<f'I-CM~ ~JlO 

SEKRETARI:f RAH ;J KABUPATEN LAKA, Qv 
Ct , - 

Ditetapkan di Kolaka ~ 
pada tanggal 30 -ltp/·. ,~ 9,.0Q.O ~B\f ij_LAKA, \,_ . • - 

I AHMAD SAJ:'EI 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati Kolaka ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Kolaka. 

Pasal 10 

Pelaksanaan Penjabaran Peru bahan APBD yang ditetapkan dalam 
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 9 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB IV 
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